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ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1
Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Masalah perizinan di Kota Padang berbelit terutama
tentang perizinan pendirian toko, namun fakta di lapangan yang dibangun gudang. Bentuk
partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun
2017 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan
peraturan daerah Kota Padang. Bentuk Partisipasi Ada dua, partisipasi langsung dan tidak
langsung. Pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Partisipasi ada dua,
secara langsung berupa datang langsung ke DPRD atau melalui tulisan, secara tidak langsung
melalui lembaga seperti LKAM dan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut
maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama bentuk partisipasi masyarakat dalam
pembentukan Daerah Kota Padang, kedua pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam
pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan
Publik. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penlitian Yuridis Empiris,
sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancarra salah
satu Kepala Bagian Perundang Undangan DPRD Kota Padang dan data sekunder yang
diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adalah kurangnya
penegakan hukum atau penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak berjalannya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Saran dari saya untuk
pelayanan publik di Kota Padang adalah sebagai berikut memaksimalkan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Padang dengan masyarakat bekerjasama dalam melaksanakan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017.



